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BUPATT SUKAMARA

PROVING KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKVAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH )

DENGAN RAH MAT TLFHAN YANG MAH A &SA

BUFATI SUKAMARA,

Meniin bang a. bahwa guna mendukung dan meivu iudkan pcran perbankan
yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kclola
perbankan dengan mengganri Perse roan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Pcrseroan Daerah) menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma
{Perseroan Daerah);

b. bahwa berdasarknn ketentuan PasaJ 314 huruf a Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fengjembangan dan
Penguamn Sektor Keuangan , maka Feraturan Daerah
Kabupatcn Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Mama dan Bcntuk Badan Hukum PtrUeahaan
Daerah Bank Perkrcditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera
Kabu paten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank
Ferkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroan Daerah] perlu
disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang haru;

c. bahwH bcrdasarican pertimbungan sehagabnana dimak &ud
dalam huruf a dan huruf bh perlu meneiapkan Pen&turan
Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Ptrckonomian
Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah );

; l, P&sal 13 ayat (6) Undang-Lndang Daaar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Hahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
sebagaimana telah btberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenetapan
Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kcija menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat
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3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20t>2 tentang Pcmbcntukan
Kabupaten Katingaiij Kabupatefi Seruyan, Kabupaten
Sukamar& j Kabupaten Lamandau, Kabupaten PuJang Piaau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murnng Raya dan
Kabupaten I3ari to Timur di Kalimantan Tengeh [Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor lfl, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ISO);

4, Undang-Gndang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangen
Negara jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persernan
Terbatae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756};

6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan (Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tonlang
Pcnetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

7 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengcmbangan
dan Fenguatan Sektor Kcuangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6345);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (FERSERO) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang
Ferubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998
tentang Perusahaan Per&eroan {PERKEHO) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200] Nomor 68, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

9, PtralUran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 ten tang
Fencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun iy92
Tentang Bank Umum Bebagalmona Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992
Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Basil (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3842);
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]Or Pcraturan Femenntah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pcngaju&n dan PCtmkaien Nama Ferscnoan TerbaUts (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 LI Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5244);

11. Peraturan Femeiintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nornor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322 };

13. Pcraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Bentuk Hukvtm B&dan Usaha Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Du.Lam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
ten tang Pcngelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pcmerirnah Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1375);

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI / 2006 tentang
Bank Perkrediian Rakyat (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2006 Nomor H7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4656);

16. Peraturan Daerah Kabupatcn Sukatnara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor
4) fiebagfiinrtana telah diubah dengan Pcraturan Daerah
Kabupatcn Sukamara Nomor 12 Tahun 201? tentang
Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Fokok Fengelolaan
Kcuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49) :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun
2022 tentang Badan Us&ha Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 92);

Dengan Pcrsetujuan Bcrsama

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERHATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKMA jPERSEROAN
DAERAH} .

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraruran Daerah ini yang diniaksud dengan:
L , Daerah adaiah Kabupaten Sukamara,

2. Femerinlah Daerah adaiah Bupati dan perangkal daerah
sebagai unsur penyetenggara pemerintahan daerah.

3, Bupati adaiah Bupati Sukamara.
A , Dewan Perwakllan Hakyat Daerah yang aelanjutnya diaingkat

DPHD adaiah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagai
unsur penyeienggara pemerintahan daerah.

5. Pemerintahan Daerah adaiah petiyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah darrah dan DPRD mm urut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
scluas-luasnya daJam sistem dan prinsip Negjara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakval Ariha Sukma
jPer^roan Daerah ) aelanjutnya diaebut PT. BPR Artha
Sukma {Perseroda) adaiah bank konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lain lintas giral
sccara langsung,

7. Perseroan Daerah yang selatijutnya disebut Perseroda adaiah
Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya Lerbagai daJam
saham yang seluruhnya atau paling sedikil 51% ( lima puluh
satu per seratus) sahamnya dtmiliki oleh 1 (satu) daerah.

3. Kekayaan darrah yang dipisahkan adaiah. bagian dari
kekayaan milik daerah yang dapal berbentuk uang, barang
bergerak atari lidak bergerak Eermasuk hakhak lainnya, yang
pengeloia&nnya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah (APBD).

9. Bank adtdah PT. BPR Artha Sukma fPerseruda) .
10. Dcwan Komisaris adaiah Dcwan Komisaris PT. Bl^R Artha

Sukma (Perse roda|.
11. Komisaris Utama adaiah Komisaris Utama PT. BPR Artha

Sukma (Perseroda ).
12. Komisaris adaiah Komisaris PT, BPR Ariha Sukma

[Peracroda].
13. Direksi adaiah Direksi PT. BPR Ariha Sukma ( Perscroda] ,

14. Direktur Utama adaiah Direklur Utama PT. BPR Artha
Sukma (Ferae roda) .

15. Dinektur adaiah Direktur PT. BPR Artha Sukma ( Perseroda ).
16. Ptgawai adaiah Pegawai PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
lV.Akta Pendirian adaiah Akta Pendirian PT. BPR Artha Sukma

[Peraeroda).
IS. Rapat Umum Pemegsng Sabam yang selanjulnya diaingkat

RUPS adaiah Rapat Uroum Pernegang Saham PT. BPR Ariha
Sukma (Ferscroda) .

4



l9, Saham adalah aurat bukti pemilikan bagian model PT. BPR
Artha Sukma (Perseroda), yang memberi hak atas dividen
du_

ri lain-lain menurut bcaar kccilnya modi!yang disetor.
20, Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang

diaebut daJam akta pendirian.
21. Modal disetor adalah modal yang benar-bcnar telah disetor

olch para pcmcgang saham daJam kas Perseroan .
22, Dividen adaiah pemb&fcian laba kepada pemegang s&haxn

berdasarkan saham yang dimilifci-
23. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pcmcrintah daerah yang

diakut sehagai penambah nilai kekayaan daertth ,

i'hAnggar&n Dae&r adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha
Sukma (Perseroda) berikut perubahan-pcrubaharmya.

25. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya
melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu krnitor
induknya.

26- Pihflk Ketigg adalah Departemen/Lembaga Pcmcrinlah Non
Departemen atau sehutan lain , perusahaan swasia yang
berbadan hukum, Badan U &ehs Milik Negara , Badan Usaha
Milik Daerah,. Koperasi, Yayas&n dan peraeorangan.

BAB 11
PERU BAHAN NAMA

Pasal 2

Dcngan Peraturan Daerah inif Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda) diubah nama
menjadi Peraeroan Terbalas Bank FtrekflnomiHn Rakyat Artha
Sukma (Perseroda) atau PT- BPR Artha Sukma (Perseroda) .

Paral 3

Maksud ditctapkannya peraturan daerah ini adalah:
a . mcmbcrikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten

Sukamara daiam melakukan penyesuaian nama Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Perseroda}
menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat
Artha Sukma jPer&crcjcM sesugi dcngan ketentuan peraturan
perundang-undartgan;

b. mcningkatkan pcran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah
daiam mcndorong pertnmbuhan perekonomian dan
pemerataan pembangunan daerah serta sebagpi salah satu
sumber pendapatan daerah da Lam rangka meurujudkan
masyarakat Kabupaten Sukamara yang majur mandiri dan
berdaya saing.

Pasal 4

Tujuan ditctapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a, meningkatkan pcrmodalan Bank dcngan mcmbcrikan

kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta
menanamkfin madai;
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b. mcmngkatkan daya aaing Bank untiik mengantisipasi
perkcmbangan ekonomi nasiona) maupun global;

c. memperluas wilayah dan produk usaha bank;
d. turut serta memhantu dan mendorong pertumbuhan

perekonomian dan pemeracasn Rembangunan Paerah.
Pa &aJ 5

(1) Dengan perubahan nama ^ebagaimana dirnaksud dalam
PasaJ 2+ maka sduruh kcfcayaanh kcgiatan usaha, hak dan
kewajibanH Komisaris, Dineksi scrta pegawai Perocroan
Terbatas Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma fPerseroda|
bera.li h kepada Ferseroan Terhatas Bank Penekonomian
Rakyat Artha Sukma (Peraernda).

(2) Seluruh kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pferekonomian
Rakyat Artha Sukma [Perseroda) sebagaimana dimaksud
pada ayat £ t|, mempakan kckayaan dactah yang dipisahkan.

BAB in
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kcsatu
Pelaksanaan Pernben tukan

PasaJ 6

(1) Bupati memproses perubahen nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 2 , sesuai dengan prosedur dan ketentuan
per&turan pcrrundang-Undangan.

(2) Umuk mendukung perubahan name Pertseroan TeTbatas
Bank Ferkreditan Rakyat Artha Sukma (ftraeroda) menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma
|Perseroda|sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Bupati
menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha MHik
Daerah untuk lyiewakili Pemerintah Daerah.

(3) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
( l ), FT , BPR Artha Sukma ^Peraeroda] merupakan suatu
Badan Hukum yang terhariapnya bcrlaku semua ketentuan
Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tcmpat Kcdudukan

Pasal 1

PT. RPR Arlha Sukma fPlrrSerurij^ berkedudukan dan brrkantor
pusat di SuEtam&ra sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan
dapat membuka. Kan tor Cabang, Kan tor Kas, Kantor Pdayanan
Kas dan Unit Usaha Jainnya yang ditetapkan oleh direksi sctclah
mendapatkan persetujuan RUPS.
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BAB IV
KEGIATAN USA HA

Fesa ] 6

{ 1} Untuk mertcapai tujuan sebagaimerta dimaksud rialatn
Pasal 4, PT. BPR Artha Sukma fPerserocta) tnelakukan
kegiatan usaha-usaha perbenkan scsuai dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.

(2} Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat ( L) r diatur lebih lanjut dalam Akta PfcndLrian.

BAB V
MODAL DAW SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 9

( If Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal
saham.

(2) Fenyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan
bahwa sebagjan besar atau komposist modal disetor
mayoritas dimiliki oleh Femerlntah Kabupaten Sukamara.

(3) Ketentuan mengen id permodalan PT, BPR Artha Sukma
(Pcrseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, tcrmasuk
ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor aesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Modal dasar FT. BPR Artha Sukma ( Fersenoda] untuk pertama
kalinya ditetapkan sebesar Rp. 46.708.164,387 N- jempat puluh
enam milyar tujuh ratus delapan juta serams enam puluh
empat ribu tlga ratus delapan puluh tujuh rupiah].

(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1} terdiri
alas modal dasar berupa uang dan harang.

(3) Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma
( Ferseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 35.000.935,703 {tiga
puluh lima milyar aembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh
ratus tiga rupiah), berupa titnah uenilai Rp. 589.026.6S4
flima ratUe delapan puluh sembitan juta dua puluh enam
ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan bangunan
senilai Rp. 1,118,202,000 (satu milyar serstus delapan betas
juta dua ratus dua ribu rUpiah) dari keseluruhftti modal
dasar .

(4 ) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) sebagat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma [Perseroda)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Bagian Kedua
Sahara

Pasal 11

[ L| Modal Dasar PT BPR Artha Sukma (PerscrodaJ tcrbagi dalam
Jembaran Sahara,

(2| Pemegang Sahara PT. BPR Artha Sukma (Perseroda| terdiri
dart Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pihak Ketiga
dengan kjstentuan:
a, Pcmerintah Dacrah paling scdikit scbesaT 51% (lima

puluh satu per seralusf ; dan
b. Pihak ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh

sembilan per seratus).

Pasai 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuaidengan
peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam
Akta Pcndirian ,

Pasal 13

( I| Sahtim yang dikeluarkan oleb PT. I3PR Artha Sukma
( Perseroda) adalah saham atas rt&mft .

[21 Nilai nominal sabam sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Angganan Dasar.

p| Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
ayat fl ) rnenumt hukum harua Eunduk pada semua
keputusan yang diarnbil dengan sah oleh RUPS.

Pa&aJ 14

Kctentuan dan peraturan Lcntang daftar pemegang saham,
pemindahtanganan Sahara dan duplikat saham diatur dalam
peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN PER 5EROAN DAN KEPEGAWA1AN

Bagian Kesatu
Susunan Organ Perseroan dan Stmktur Organisasi

Pasal 15

( L| Organ PI’. BPR Artha Sukma (Pcrseroda) terdiri atas:
a. Rapat Unium Pemegang Sahara {RUPS) ;;
hr Direksi; dan
c, Denari Komisaris.
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(2) Susunan dan /acau struktur organisasi FT. BPR Aflha
Sukma (Ferseruda) dibentuk aesuai dengan kebuiuhan bisnis
Bank.

(3) Perubahan dan pengembangan susunan dan / utau struktur
organisasi PT. BPR Artha Bukma ( Perseroda} dilaksanakan
oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris , kecuali perubahan terhadap struktur Dircksi
Bank.

(4) Ketcntuan scbagaiinana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Dircksi,

{5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan /alau
Struktur Direkst Bank sebagaimana dimaksud pada ayat j3),
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan
dilctapkan oleh Dewan Komtsara.

Bagi&n Kedua
Rapat Umum l^cmcgang Saham

Pasat 16

(1| RUFS mempakan kekuasaan lertinggi dan diadaksn
sekurang-kurangnya srkali dalam satu tahun

[21 RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat jl ) lerdiri dari RUPS
Tahunan dan RUPS lainnya,

(3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Komisariq Utama.

f4) Tata terlib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat ( l|h ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS
dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Angg&ran
fiumah Tangga FT. BPR Artha Sukma (Pcrseruda) .

Bagian Ketiga
Dewan Korn isans

Pasa ] 17

11) Dewan Komisaris terdiri dari scorang Komisaiis Utama dan
sebanyakhanyaknya 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat
oieh RUPS.

(2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( L)
untuk pengangkatan pertama kali diangkat setelah melalui
pemlaian kemampuan dan kep&tutan oleh Pemerintah
Kabupatcn Sukamara dan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat jl ) bertugas
mengawasi kebijaksanaan Direksi dfilam menjsiankan Bank
sesuai peraturan pemndang-undangan. yang bcrlaku.

{4) Frosedur dan persyaratan , pengangkatan, masa jabatan,
[ Ugss dsn wewenang serta pemberhentian Komisaris
sebagaimana dimaksud pads ayat jl ), ayat [2\ dan ayat (3|
dialurd&lam Akta Pendirian.
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Bagian Kccmpat
Direksi

Pasal is

(1) PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dan seorang Direkmr Utama dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga|orang Dircktur yang diangkat oleh RUPS.

[21 Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( L) untuk pertama
kali diangkat melalui mekanisme RUPS seteEah melalui
pcnilaian kemampuan dan kepatutan oleh Feircerintah
Kabupaten Sukannara dan Otoritas Jasa Keuangan -

(3) Direksi sebagaimane dimaksud pads ayat ( If berlanggung
jfiwab ptnuh stas pengurusan PT. BPR Artha Sukma
(Pcrscroda) seauai pcraturan pemndaug-undangan.

[4) Prascdiir dan persyaratanr pengangkatan. masa jahatan,

tugas dan wewenang serta pemberhendan Direksi
sebagaitnana dimaksud pada ayat j l ) , ayat [2 ) dan ayAt |3)
diaturdslam Akta Pendirian.

Bagian Kelima
Keptgttwaiftn

Pkstd 19

(1) Fcgawai PT. BPR Artha Sukma [Per^ercxia] yang dialihkan
sebagaimana dimaksud tlalam Pastd 5 ayat ( l ) h tctap
mempunyai kedudukan yang sama schagai Pegawai, sampai
dengan dilaksanakan RUPS PT. BPR Artha Sukma
(Perscroda|yang pertama kali.

(2) Pengaturan lebih lanjut basil RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat |I ) F serta ketentuan kepegawaian lainnya
ditetapkan oleh Dirckai dtrtgan berpedoman kepada
ketentuan peratUr&n PerUrtdang-undetngaji ,

BAB VII
TAHUN I3UKU , RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

( 1) Tahun buku PT. BPR Artha Sukma {Ptrseruda|adalah tahun
takwim.

(2) Rencana keija dan anggaran diajukait oleh Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk memperolch pengesahan.

(3) Pengesahan renoana keija dan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} hams dilaksanakan selambat-
lambatnya 1 jsatu} buian setelah tahun buku berakhir.
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Basal 21

(1 J Fada sctiap tahun buku berakhir , dibuaL lapuran keuangan
FT, BPR Artha Bukina (Perseroda] yang tcndiri dari ncraca
dan perhitungan laba /rugi yang telah diaudit oleh akuntan
publlk tendaftar di Otoritas Ja &a Keuangan.

(2) Selambat-tambalnya 3 ftiga) bulan setelah tahun buku
berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk
diajukan pada RUPS ,

BAB vm
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSJH

Pasal 22

{1} Penggunaftn laba PT. BPR Artha Sukina ( Peraerodu) diaUlr
dalam anggaran dasar,

[ 2\ Laba bersih FT . BPR Artha Bukina iF’erscrodaf dalam satu
tahun buku seperd tencantum dalam ncraca dan
perhitungan [aba rug! yang telah disahkan cieh RUF5 dan
mcrupukun vuhdtj laba yang pusinf.

[3J Laba bersih PT. BPR Artha Suknna (Ferscroda ) setelah
dikurangi pajak yang telah disahkan o!eh Kcpala
Dacrah/RUPS metiputk
a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh

lima persenh
b . cadanggp 20% {dua puluh persenj;
c . tanggung jawab sosial dan lingkimgan/coipcinafe sociaf

respansibihty 3% (liga ptrsenh
d . tandem 4% fempat person];
e . jasa produksi 8% (delapan persen]; dan
f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen) .

[4 f Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a yang menjadi bogien Iaba unruk daerah
yang menjadi bak dutrab dianggark&n dalam pencrimaan
Anggaran Bcndapatan dan BcEanja Daerah .

jawab
lingkungan/ corporate social responsibility , tantiem , jasa
produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, huruf d > huruf e dan huruf f
tlilnksanaksin sesuai (Itrigan ketentUan peratUran
penmd&ng-uindangan.

(5) Pcmbebanan sosiai dantanggung

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 23

Direksi PT , BPR Artha Sukma fPerseroda] dapat melakukan
keijasama dengan pihak ketiga , haik perseorangan rneupun
Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan Usaha
dengan persetujuan Dcwan Komisaris ,
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BAB X
PELEBURAN DAN PENGA M BILAL1HAN

Pasal 24

(1) Pekburan dan /atau pengambilalihan PT. BPR Artha Sukma
(P'creerudal ditrtapfcan aesuai dengan ketemuan peraturan
perundangfmh dcngan mcmperhatikan ;

a. kepentingan Bank dan atau para pemcgang saham Bank;
b. kepentingan masyarakat.

(2) Feleburen dan Fengambilalihan PT. BPR Artha Sukma
( Persertuia) sebagaimana dimaksucl daiam ayat ( 1|ditetapkan
oleh REJPS dengan terlebih duhulu mendapat peraettynan
DPRD.

(3) Tata earn peiebumn dan pengambil alihan PT, BPR Arthrt
Sukma ( Ferseroda) sebagaimana dimaksud daiam ayat (1)
dan ayat (2) dituangkan daiam Anggaran Dasar.

BAB X I
PEMBUBARAN DAN LIKUlDASt

Pasal 25

( 11 Pcmbubanan dan Eikuidasi PT. BPR Artha Sukma (Pcrscroda)
ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadiian dengan
teriebih dahulu mendapat persecujuan DPRD.

[2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. RPR Artha Sukma
(Pcrseroda) scbagtumariy dimaksud daiam ayat (1)
dituangkan daiam Anggantn Dasar.

BAB Xll
PENGAWASAN

Pasal 26

Fengawasan kebijakan Direksi daiam menjulankan dan
mengelola PT. BPR Artha Sukma (Ferseroda) dtlakukan oleh
Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang- undartgan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALJHAN

Pasal 27

Daiam proses perubahan nama Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Artha Sukma ( Ferseroda) menjadi Perseroan
Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma ( Ferseroda),
maka Dcwan Komisaris dan Dineksi scrta pcgawai Perusahaan
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma
(Perserada) masih cetap menjalankan tugas dan wewenang
sampat dengan dtterimanya jjin nperasional Peru &ahasn
Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma
[Ferseroda) dari Olorilas JaSa Keuangan ,
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BAS XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pflsal 28

Dengan diterimanya ijin opcrasional Persero&n Terbarns Bank

Perekonomian Rakyal Artha Sukma [Pfcrseroda) dari Otoritas

Jasa Keuangan scbagaimana dimaksud datam Pasal 27,

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tcntang Ferubahan

Nama dan Bentuk Badan Hukum Ferusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Artha Sukma Scjahtera Kabupatcn

Sukamara mcnjadi Ferstroan Tcrbatas Bank Pcrkreditan
Rakvat Artha Sukma {Perseman Daerah), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku-

Pasaj 29

Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar &ebap orang mengetahuinya, memerixuahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya
dalEim Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditctapkan di Sukamara
pada tanggal ^ Vlgi JQJtz,

SUKAMARA,

V
> UK1

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal $ Kiel
SEKRETARiS DAERAH

j^Cy- KABUPATEN SUKAMARA ,

% Pi
4.

V LESMANA%

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINS1
KALIMANTAN TENOAH : 03, 06/2025
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NGMOK 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATA3 BANK PEREKONOMlAN
RAKYAT ARTHA SUKMA ( PEfcSEROAN DAERAH )

f . UMUM
Bank Pcrckonomian Rakyai. (BPR) rberupakan salah satu jenis bank yang

melaksanakan kegiatan usaha sccara konvensional atau bcrdasarkan Printiip
Syariah yang dalam kcgiatannya tidak mcmbcrikan ja3a daJam lain lintaa giral
fleoara iangaung. Da lam melaksanakan usahanya BPR berasaskan dcmokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatbhatian scsuai dcngan kctcntuan
Pasa] 33 Undftng-Undang Dassr Negara RepubLik Indonesia Tahun 1945.
Mclaliu BPR ini, diharapkan mampu mewujLidkan masyarakat yang adil,
makrnur, dan scjahlcra bendasarkan Panoasila dan Dndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mcningkatkan sinergi dengan semua
pihak terutama untuk mendomng pcrkcmbangan usaha mikro kecii dan
mcnengah den gan memberikan kemudahan dan pcrJuasan akscs bagi pdaku
usaha dan masyarakat utnum.

Perekonarman yang tangguh mefalui peran perbankan yang lebih optima]

mcnjadi sangai pcntmg, sebagai ptrwujudan tanggung jawab Pemerintah
Dacrah Kabupatcn Sukamara, Untuk itu diperlukan pcningkfltan kinerja , Lata
kelola , pengembangan usaha, dan mcningkatkan cfcktivitas dan efibiensi
penyelenggpxaan perbankan di Dacrah agar dapat mcndorong pertumbuhan
ekonomi, peningkatan petayanan kepada masyarakaL khususnya pcnycdiaan
mods! uHahii bugj usaha mikro, Iteoil dan menengah untuk mewujudkan peran
perbankan yang lebih optimal, aerta sebagai. salah satu sumber pendapatan
Dacrah, aorta rcvitaJisasi dan perbfdkan taLa kelola perbankan dengan
menggantikan Bank Berkreditan Rakyai menjadi Bank Perekotiomian Rakyat-

II . PASAL DEMI PASAL

Pastd l
Cukup jelas.

PasaJ 2
Cukup jelaSr

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasei 4-

Cukup jelas.
Paaal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelaSr

Pasal 7
Cukup jelas.
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Pflsal &
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jdas,

Rasai 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pfcsal 13
Cukup jelas.

PasaJ 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas,

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal IS
Cukup jrlas,

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jeEas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pa&af 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukupjelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas .

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas,

PasnE 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA MOMOR 121
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